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ABSTRAK :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan 
yang memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran pada 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018; 

 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Banyuasin tentang Penetapan bakal Pasangan Calon Perseorangan 
yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi dalam 
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018. 

  
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin 
adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik  Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi  Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
 
Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
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Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 
tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Umum 
Kabupaten/Kota; 
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 818); 
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586). 
 
 

 Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 
16/PL.01.1-Kpt/1607/KPU-Kab/XI/2017: 

 Menetapkan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, atas nama : Buya H.M Husni 
Thamrin Madani (Bakal Calon Bupati) dan Ir. H. Supartijo (Bakal Calon Wakil 
Bupati) dengan jumlah dukungan sebanyak 56.749 pemilih tersebar di 19 
Kecamatan atau 100% dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, 
dengan julah lampiran fotofopy KTP Elektronik/Surat Keterangan sebanyak 
46.749 lembar. 

  
CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini berlaku mulai 

tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2017. 
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